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MOTTO :

“Tampil Seorang Tokoh/Raja

Akan memberitahukan/mengumumkan kepada para
prajurrit/masyarakat semua janganlah kita khawatir terhadap
kekuatan diri kita.Bersiap-siaplah untuk perjalanan kita.Tetapi
kita tetap waspada pada lawan kita yang tidak terlihat”

(I Gusti Kompiang Rakal)

“Hai orang-orang yang beriman , hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah,
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali
kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk
berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat
kepada Tagwa. Dan bertagwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS.AL MAA’IDAH : 3)
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Laporan ini Kupersembahkan :

. Ayah (alm) dan Ibu yang selalu memberikan

dorongan, bimbingan dan doanya untuk

keberhasilanku.

. Saudara-saudaraku dan semua ponakan-ponakanku.

3. Teman-teman dan Almamaterku tercinta.
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Penulis
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I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah dan rakyat Indonesia sangat menyadari bahwa membangun
suatu bangsa dan negara membutuhkan biaya cukup besar dalam mercalisasikan
suatu perencanaan pembangunan yang telah tersusun dan sistematis bisa berjalan
lancar, maka faktor tersedianya dana sangat penting sekali.

Berpijak pada kebutuhan diatas, maka sektor pajak merupakan tumpuan
atau tulang punggung mengenai pendanaan dalam rangka pembiayaan negara dan
pembangunan nasional. Ini disebabkan penerimaan dari sektor migas tidak dapat
diharapkan lagi, sekalipun masih penting, disamping penerimaan dari sektor non
migas. Dengan demikian fungsi pajak memegang peranan sangat penting dalam
mengatur segala bentuk pembiayaah, baik dalam pembiayaan rutin maupun dalam
pembiayaan pembangunan nasional. Seiain 1itu fungst lainnya merupakan
pencapaian tujuan dari kebijakan lain diluar Keuangan. Itu sebabnya fungsi utama
pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara.

Dalam menunjang penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak mem-
perbaharui Sistim Perpajakan Nasional, mengenai sistim pemungutan pajak. Sistim
pemungutan pajak yang dulu memakai sistim Official Assesment yang mana dalam
sistim ini kegiatan perpajakan dilakukan oleh Fiskus. Dikarenakan sistim Ofticial
Assesment hak dan kewajiban Wajib Pajak kurang mendapat perhatian, sehingga
sisim ini diubah menjadi sistim Sglf Assesment, dimana Wajib pajak diberi

kepercayaan sepenuhnya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
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Sedangkan tugas Direktur Jenderal Pajak adalah memberi penyuluhan, pelayanan,
pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Dalam sistim Self Assesment
ini Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban dalam menghitung,
memperhitungkan, membayar, melapor pajak penghasilan yang terutang. Aadapun
setelah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak kewajiban Wajib Pajak sangat
dibutuhkan dalam memenuhi perpajakannya.

Salah satu kunci peningkatan penerimaan sektor pajak adalah tingkat
kepatuhan wajib pajak, karena dengan semakin baik tingkat kepatuhan wajib pajak
dapat dipastikan penerimaan pajak juga semakin meningkat. Untuk itulah perlu
diupayakan usaha-usaha untuk di jadikan pedoman dalam meningkatkan
kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini  penulis memfokuskan pada masalah
pembayaran masa PPh pasal 25 orang pribadi, yang diharapkan dapat berperan
aktif menunjang keberhasilan dalam pemungutan pajak di wilayah kerja Kantor
Pelayanan Pajak Madiun.

Sehingga penulis mempunyai pandangan dalam meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajibannya. Dalam Laporan ini penulis
mengajukan laporan dengan judul : “Upaya Peningkatan Kepatuhan Wayjib
Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Pembayaran Masa Pajak
Penghasilan Pasal 25 di KPP Madiun”
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1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Magang
1.2.1 Tujuan program magang :

a. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak sebagai syarat untuk meningkatkan penerimaan
pajak.

b. Untuk menerapkan atau membandingkan pengetahuan sclama dalam per-

kuhiahan di D3 Perpajakan UNEJ dengan pengtahuan di lapangan.

1.2.2 Kegunaan program magang :

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program D3
perpajakan UNEJ yaitu melalui penulisan laporan akhir magang.

b. Untuk menambah pengetahuan dari penulis selain yang didapat di bangku
kuliah melalui praktek langsung dilapangan.

¢. Dengan adanya penulisan laporan akhir magang ini diharapkan penulis
mampu mengaplikasikan teori perpajakan yang didapat selama mengikuti
pendidikan di D3 perpajakan UNE]J.

d. Sebagai bahan referensi yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi pihak

yang berkepentingan.
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IIL. KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), PPh

pasal 25,

Pengawan Pembayaran Masa adalah suatu tindakan pengawasan
terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran dan/pelaporan
pajak yang terutang setiap masa pajak dimulai bulan Januari sampai
dengan Desember.

Dalam Pengawasan Pembayaran Masa PPh pasal 25. Diseksi PPh
OP sarana yang digunakan adalah bukutabelaris yang terdiri dari tanggal
pembayaran, tanggal pelaporan, jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib
Pajak, jumlah pajak yang seharusnya dibayar dan adanya sanksi
administrasi berupa denda atau bunga bila WP tidak melakukan
kewajiban perpajakannya.

Disamping buku tabelraris sarana lain untuk pengawasan
Pembayaran Masa yaitu dengan diterbitkannya STP terhadap WP yang
tidak atau terlambat membayar atau terlambat melapor serta WP yang
kurang bayar pajak terutangnya.

PPh pasal 25 adalah pajak yang terutang dalam tahun berjalan
yang pemenuhannya dilaksanakan WP sendiri (merupakan angsuran)
dengan cara menghitung, membayar dan melaporkan dalam 1 bulan
takwin atau besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus
dibayar sendiri oleh WP untuk 1 bulan sekali adalah sebesar PPh yang
terutang menurut SPT tahunan PPh yang lalu dikurangi PPh yang
dipotong/dipungut serta PPh yang dibayar/terutang di luar negeri yang
boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, 22, 23
dan 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
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2.1.2 Kewajiban dan hak WP
a. Kewajiban WP dalam perpajakan adalah :

1)
2)
3)

4.
5.)

6.)

Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.

Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan dimasukkan ke

Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.

Meneyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

Jika diperiksa wajib :

a.) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau obyek yang terutang
pajak.

b.) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan.

c.) Memberikan keterangan yang diperlukan.

Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau

dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh

suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk
merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan

pemeriksaan.

b. Hak-hak Wajib Pajak adalah :

1)
2)
3.

Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
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2.1.3 Rumus dan cara menghitung besarnya PPh pasal 25
a. Skema penghitungan PPh pasal 25 :

Jumlah PPh yang terutang (pada akhir periode)

Dikurangi kredit pajak

1.) PPh yang dipotong pemberi kerja (PPh pasal 21)  ............
2.) PPh yang dipungut pihak lain (PPh pasal 22) ...
3.) PPh yang dipotong pihak lain (PPh pasal 23)
4.) Kredit PPh luar negeri (PPH pasal 24) ...
5.) PPh yang dibayar sendiri (PPh pasal 25) ...

Kurang/Lebih Bayar

b. Cara menghitung PPh pasal 25
1.) 1/12 x (PPh yang terutang sesuai dengan SPT-kredit pajak)
dengan catatan :

Angsuran PPh pasal 25 tahun lalu harus dikeluarkan dari penghitungan
tersebut dengan demikian kredit pajak yang diperbolehkan adalah PPh

pasal 21, 22, 23 dan 24

Apabila angsuran pajak menurut SKP lebih besar daripada angsuran
pajak bulan sebelumnya berdasarkan PPh pasal 25 ayat 1, 2 dan 3 maka
besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tahun pajak

terakhir mulai bulan berikutnya dari SKP.

_._.____(*

............
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Contoh :
Jumlah penghitungan Tn.Ahmad yang terutang sesuai SPT tahun PPh

1994 ' Rp. 30.000.000
Pada tahun 1994 telah dibayar dan dipotong

- PPh pasal 21 Rp. 8.000.000
- PPh pasal 22 Rp. 2.000.000
- PPh pasal 23 Rp. 2.000.000
- PPh pasal 25 Rp.12.000.000

Rp.24.000.000
Kurang/lebih bayar Rp.6.000.000
Angsuran PPh pasal 25 tahun lalu harus dikeluarkan dari penghitungan.
Jadi besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun 1995 adalah :
PPh yang terutang tahun 1994 adalah Rp.30.000.000

Pengurangan :

- PPh pasal 21 Rp. 8.000.000
- PPh pasal 22 Rp. 2.000.000
- PPh pasal 23 Rp. 2.000.000

Rp. 12.000.000

Dasar penghitungan PPh pasal 25 tahun 1995 Rp. 18.000.000
Besarnya PPh pasal 25 perbulan :
1/12 x Rp. 18.000.000 = Rp. 1.500.000

Jadi Tn. Ahmad harus membayar sendiri angsuran PPh. Pasal 25 tahun
1995 sebesar :

Rp. 1.500.000
2.) Besarnya angsuran PPh pasai 25 untuk bulan-bulan sebelum

batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh.
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SPT tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir
dari tahun pajak yang lalu sepaniang tidak kurang dari rata-rata
angsuran bulanan tahun pajak yang lalu.
Contoh :
Tn. Ahmad menyampaikan SPT tahun PPh 1994 pada bulan Maret 1995,
Angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Desember 1994 adalah Rp.
1.500.000.Dalam tahun 1994 PPh pasal 25 yang telah diangsur adalah
Rp.12.000.000. Dengan demikian rata-rata angsuran perbulan PPh pasal
25 adalah sebesar Rp.1.000.000. Maka besarnya angsuran PPh pasal 25
untuk bulan Januari dan Fbruari 1995 masing-masing adalah : Rp.
1.500.000
Bulan Juli 1994 diterbitkan SKP PPh tahun 1993, yang menghasilkan
angsuran pajak tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000. Jadi besamya
angsuran PPh pasal 25 mulai bulan Maret 1995 adalah Rp. 2.000.000
c. Berdasarkan SKP
1.) Apabila diterbitkan SKP untuk 2 tahun sebelum tahun SPT.
Apabila angsuran pajak sesuai SKP lebih besar daripada angsuran
pajak sesuai SPT, maka besarnya angsuran PPh pasal 25 dihitung
berdasarkan SKP tahun pajak terakhir.
Contoh :
Tn. Anto menyampaikan SPT tahun PPh 1994 pada bulan Maret 1995,
Angsuran PPh pasal 25 setiap bulan yang harus dibayar tahun 1995
adalah Rp.1.500.000 perbulan. Bulan Mei 1994 diterbitkan SKP PPh
tahun 1992, yang menghasilkan angsuran pajak tiap bulan Rp.1.000.000.
Bulan Juli 1994 diterbitkan SKP PPh tahun 1993, yang menghasilkan
angsuran pajak tiap bulan sebesar Rp.1.000.000. Jadi besarnya angsuran
PPh pasal 25 mulai bulan Maret 1995 adalah Rp.2.000.000.
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2.) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan SKP untuk 2 tahun.
Contoh :

Tn. Anto menyampaikan SPT tahunan PPh 1994 pada bulan Maret 1995,
Angsuran PPh pasal 25 setiap bulan yang harus dibayar tahun 1995
adalah sebesar Rp.1.500.000 perbulan.

Bulan Mei 1994 diterbitkan SKP PPh tahun 1992, yang menghasilkan
angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000. Bulan Juli 1994
diterbitkan SKP PPh 1993, yang menghasilkan angsuran pajak setiap
bulan sebesar Rp.2.000.000.

Oleh karena itu, besarnya angsuran PPh pasal 25 Tn. Anto mulai bulan
Maret 1995 adalah Rp.2.000.000.

Pada bulan Agustus diterbitkan SKP tahun pajak 1994, yang
menghasilkan angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp.2.500.000.
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d. Hal-hal tertentu untuk penghitungan besarnya angsuran PPh pasal 25
Dikrektur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan
besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
dalam tahun berjalan, apabila :

1.) WP berhak atas kompensasi kerugian.

2.) WP memperoleh penghasilan teratur.

3.) SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas
waktu yang ditentukan.

4.) WP diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan PPh.

5.) WP membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan
angsuran bulanan lebih besar daripada angsuran bulanan sebelum
pembetulan.

6.) Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Contoh :

Penghasilan PT.Hapag Lloyd tahun 1994 adalah sebesar

Rp. 150.000.000, sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat

dikompensasikan adalah sebesar Rp. 200.000.000, sisa kerugian yang

belum dikompensasikan tahun 1994 sebesar Rp.50.000.000. Pada tahun

1994 PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain adalah sebesar Rp.

3.250.000 dan tidak ada pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri.

Penghitungan PPh pasal 25 tahun 1995 :

Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan angsuran PPh

pasal 25 adalah sebesar :

Rp.150.000.000 -Rp.50.000.000 : = Rp.100.000.000
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PPh terutang :

10% x Rp.25.000.000 = Rp. 2.500.000
15% x Rp.25.000.000 = Rp. 3.750.000
30% x Rp. 50.000.000 =Rp.15.000.000

Rp.21.250.000

11
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2.1.4 Surat Setoran Pajak (SSP)
Surat Setoran Pajak adalah s

melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas

ng oleh WP digunakan untuk

negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.

Fungsi SSP adalah sebagai sarana membayar pajak dan sebagai
bukti dan laporan pembayaran pajak. Tempat pembayaran dan
penyetoran pajak yaitu :

a.) Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran
b.) Kantor Pos dan Giro

Batas waktu pembayaran pajak diatur sebagai berikut :

12
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a.)) Pembayaran Masa

Dinyatakan dalam bentuk tabel :

JENIS PAJAK

BATAS WAKTU PEMBAYARAN

1.PPh pasal 21

Tanggal 10 bulan takwin
berikutnya setelah masa pajak
berakhir

2.PPh pasal 22. Bendaharawan

Pada hari yang sama dengan

pelaksanaan pembayaran.

3.PPh pasal 23 dan 26

Tanggal 10 bulan takwin
berikutnya setelah bulan saat

terutangnya pajak.

4.PPh pasal 25

Tanggal 15 bulan takwin
berikutnya setelah masa pajak
berakhir.

13
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Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT
tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25
bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak
berakhir, sebelum SPT itu disampaikan.

STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan banding yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam
jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari
libur maka pembayaran/penyetoran harus dilakukan pada hari
kerja berikutnya. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan
bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung

sejak saat jatuh tempo.

14
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2.1.5 Tata cara pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh pasal 25
Orang Pribadi
Proses pengawasan dan pembayaran Masa (PPM) PPh pasal 25
dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak terutang menggunakan

SSP yang terdiri dari lima lembar warna putih :

1. Lembar ke ~ 1 : Untuk WP sebagai bukti pembayaran.

2. Lembar ke - 2 : Untuk KPP melalui kantor perbendaharaan dan
Kas Negara sebagai bukti pembayaran (arsip WP).

3. Lembar ke - 3 ¢ Untuk seksi terkait sebagai tanda bukti pelaporan.

4. Lembar ke - 4 : Untuk kantor penerimaan pembayaran (Bank

persepsi atau Kantor Pos dan Giro).
S. Lembar ke - 5 : Untuk arsip Bendaharawan/Wajib Pungut/pihak
lain.

Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang di Bank
Persepsi, Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
setelah Masa pajak berakhir untuk SPT Masa. SSP yang sudah diisi
dengan lengkap dan benar akan dibubuhi cap atau stempel, tanggal
penerimaan serta ditandatangani oleh petugas tempat WP melakukan
pembayaran atas pembayaran tersebut maka WP menerima kembali SSP
lembar ke-1 dan lembar ke-3 dalqm hal ini jika WP melakukan
pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% dari pajak yang terutang.

Setelah melakukan pembayaran pajak terutangnya maka WP
tersebut harus melaporkan kepada KPP tempat WP terdaftar bahwa telah
membayar pajak terutangnya yaitu dengan menyerahkan SSP lembar ke-3
ke petugas TPT di KPP setempat untuk dibubuhi stempel atau cap KPP,
tanggal pelaporan serta ditandatangani dan lembar ke-1 dikembalikan ke
WP sebagai bukti pembayaran.
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Pelaporan SSP ini dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
setelah masa pajak berakhir. Apabila WP melakukan pelanggaran atau

terlambat lapor maka akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp.25.000

16
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2.1.6 Tata cara Menunda atau Mengurangi Angsuran atas pembayaran
PPh pasal 25
Untuk melakukan penundaan dan atau pengurangan angsuran

atas pembayaran PPh pasal 25 WP harus melakukan ketentuan-ketentuan

sebagai berikut :

Xs) Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk
mengurangi besarnya angsuran PPh pasal 25 kepada Direktur
Jenderal Pajak dengan syarat :

a.) Dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan
terutang pada akhir tahun pajak kurang dari 3/4 dari pajak
penghasilan yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh
pasal 25.

b.) Menyebutkan jumlah pajak dan angsuran pajak yang menurut
perhitungan Wajib Pajak seharusnya terutang.

2.) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal penerimaan surat
permohonan pengurangan angsuran pajak, Direktur Jenderal
Pajak harus memberikan keputusan. Apabila tidak, maka
permohonan Wajib Pajak dapat melakukan angsuran sesuai
dengan perhitungannya.
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2.1.7 Pengaruh Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Terhadap

Penerimaan Pajak |

Pajak mempunyai arti ialah iuran atau sumbangan kepada negara
yang diatur dalam Undang-undang dan dalam pemungutannya dapat
dipaksakan. Sehingga Wajib Pajak sangat memegang peranan penting bagi
negara dalam rangka pembiayaan pembangunan negara dan
pembangunan nasional. Pembiayaan negara sudah diatur dalam Garis-
garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pelaksanaanya dilakukan setiap
tahun anggaran, sehingga penerimaan pajak dalam satu tahun anggaran
sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan pembangunan
nasional. Apalégi dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun Indonesia
mengalami krisis moneter yang mana dampaknya sangat kita rasakan
dengan banyaknya pabrik dan sektor perbankan yang mengalami
kebangkrutan. Sehinggan Direktur Jenderal Pajak mempunyai beban yang
sangat berat dalam meningkatkan penerimaan negara dalam sektor
perpajakan. Namun tidak meninggalkan peranan masyarakat, khususnya
masyarakat Wajib Pajak dalam rangka peningkatan kepatuhan untuk
memenuhi kewajiban perpajakan di samping peningkatan pelayanan dan
pembinaan yang dilakukan aparat pajak. Tanggung jawab masyarakat
Wajib Pajak dalam mewujudkan peningkatan penerimaan pajak sangat
diharapkan kesadaran dalam meningkatkan kepatuhannya. Kepatuhan
Wajib Pajak menjadi inspirasi Direktorat Jenderal Pajak dengan Motto
“‘ORANG BIJAK TAAT PAJAK.” Dengan demikian Wajib Pajak mempunyai
tanggung jawab dalam rangka perwujudan pengabdian kepada negara
melalui kepatuhan pembayaran pajak penghasilan sebagai cerminan rasa

kegotong-royongan dalam pembiayaan negara.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.2

Landasan Normatif (Undang-undang)

Dasar Hukum

1.

2)

3.

5.

uu Ri no.9 tahun 1994 tentang perubahan atas UU no.6
tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata cara
perpajakan.

Undang-undang no.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no.7 tahun
1991 dan telah diperbaharui dengan Undang-undang RI no.10
tahun 1994,

Peraturan pemerintah Rl no.47 tahun 1994 tentang
penghitunagan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak
dalam tahun berjalan yang diatur dalam Bab V pasal 13.
Keputusan Menteri Keuangan RI 1no.603 /KMK.04 /1994
tanggal 21 Desember 1994 tentang besarnya angsuran pajak
penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri
bagi WP baru, Bank, Sewa Guna Usaha, dan Hak Opsi, BUMN
dan BUMD.

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak no.Keputusan
S94/PJ/24/1994 tentang penambahan dan penyempurnaan
formulir SSP.
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III. TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

3.1 Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan tahap permulaan dimana dilakukan
beberapa persiapan yang dimulai dengan penetapan tempat Praktek Kerja
Nyata (PKN) yang selanjutnya menghubungi pihak yang bersangkutan
melalui pengiriman surat tugas atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan [lmu Politik UNEJ (Universitas Jember) untuk mendapat persetujuan,
dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Madiun. Setelah mendapat
persetujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Madiun maka masing-masing
mahasiswa diberikan pengarahan dan bimbingan oleh pihak Fakultas
agar pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dari tanggal 6
Januari sampai dengan 6 Pebruari 2000. Dalam pelaksanaannya meliputi
tujuh seksi dan masing-masing seksi ditempati oleh mahasiswa secara
bergantian sesuai dengan jadwal PKN yang telah ditetapkan oleh pihak
KPP hal ini bertujuan agar masing-masing mahasiswa mengenal,
mengetahui dan memahami pelaksanaan tugas dan kerja di tiap-tiap seksi
yang ada.

Kemudian masing-masing mahasiswa menelaah permasalahan-
perrmasalahan atau gejala-gejala yang timbul dalam proses perpajakan di
Kantor Pelayanan Pajak Madiun memilihnya sebagai topik pembuatan

laporan akhir serta mengumpulkan data-data pendukung pembuatan
laporan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3.2 Tahap Pengumpulan Data

Tujuan dalam penulisan penulis mengumpulkan data-data yang

mendukung dalam pembuatan laporan dengan menggunakan beberapa

metode antara lain :

a.)

b.)

Kepustakan [Library researeh ]

Dalam tahap ini penulis membaca serta berusaha memahami dan
mempelajari  literatur atau buku-buku perpajakan, peraturan
perundang-undangan perpajakan atau sumber-sumber lain yang
berhubungan dengan laporan ini ditambah pengetahuan selama
mengikuti perkuliahan di D-3 perpajakan Universitas jember.
Wawancara [Interview |

Penulis mengadakan tanya -jawab dengan aparat pajak yang
berkompeten dengan penulisan laporan ini terutama seksi-seksi PPh
2B,

Observasi.

Penulis melakukan pengamatan secara langsung serta ikut
berpartisipasi dalam mengerjakan tugas yang ada di tiap seksi di
kantor pelayanan pajak Madiun dan mengkonfirmasikan kepada
pihak-pihak yang mengetahui permasalahan untuk memperoleh data
yang akurat dalam penulisan laporan akhir ini.

3.3 Tahap Pengolahan Data

Yaitu tahap dimana data-data yang telah di peroleh kemudian di

pilah-pilah antara data yang berupa tulisan dan data yang berupa tabel

dan data-data yang berupa tabel tersebut dibandingkan untuk
mengetahui tingkat kepatuhan Wajib pajak dalam melaksanakan
pembayaran Masa PPh pasal 25 dari tahun ke tahun .
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3.4. Tahap Analisis Data

Dalam tahap ini yang di gunakan adalah analisis Deskriptif Yaitu
menggambarkan tentang PPh pasal 25 orang pribadi dan tingkat
kepatuhannya dalam. pembayaran Masa PPh pasal 25 serta
menganalisanya  mengenai penyebab terjadinya permasalahan

sehubungan dengan pembayaran masa PPh pasal 25.

3.5. Tahap Kesimpulan.

Tahap ini merupakan kesimpulan dari data-data yang dianalisis
tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran
masa PPh pasal 25 dan usaha-usaha yang dilakukan untuk

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya untuk meningkatkan
penerimaan Pajak di KPP Madiun.
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRA MAGARGAS JEc

4.1 Sejarah Singkat KPP Madiun

KPP sudah ada sejak pendudukan Belanda yang pada waktu itu
disebut “INPRES VAN FINANCIAN” Kemudian pada waktu pendudukan
Jepang namanya diganti menjadi “Kantor Penetapan Pajak.” Setelah
Indonesia merdeka sekitar tahun 1950-an, namanya diubah menjadi
“Kantor Inspeksi Keuangan” berkedudukan di Kediri. KIK di Kediri
melingkupi tiga eks karesidenan :

a) Eks karesidenan Bojonegoro
b) Eks karesidenan Madiun
c) Eks karesidenan Kediri

Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RI tahun 1967
maka pada bulan September 1968, kantor dinas luar negeri [ Madiun
ditetapkan menjadi Kantor Inspeksi Pajak (KIP) dengan type B-2 yang
berlokasi di jalan Hos Cokroaminoto no. 58, daerah wewenangnya meliputi
eks karesidenan Madiun. Setelah itu lepas dari kepemimpinan Kantor
Inspeksi Pajak Kediri kemudian lokasi KIP pindah ke jalan Mayjen D.I.
Panjaitan no. 04 Madiun.

Kantor Inspeksi Pajak Madiun dengan type B-2 mula-mula
menyerap 101 karyawan dan 5 orang petugas keamanan. Berdasarkan
keputusan Menteri Keuangan RI no. 339/KMK/01/1982, tentang
penyempurnaan organisasi dan tata 'kexja Kantor Inspeksi Pajak, KIP
Madiun merupakan wewenang di daierah-daerah :

a) Kotamadya daerah tingkat II Madiun
b) Kabupaten daerah tingkat II Madiun
¢) Kabupaten daerah tingkat II Ngawi

d) Kabupaten daerah tingkat [IMagetan
e) Kabupaten daerah tingkat II Ponorogo
f) Kabupaten daerah tingkat II Pacitan
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Maka pada tanggal 1 April 1989, KIP Madiun diganti menjadi KPP
Madiun dengan type B yang menyerap 120 tenaga kerja dengan 8 orang
petugas keamanan, pada bulan Juni 1997, KPP Madiun dengan type B
berubah menjadi type A dengan ditandai dipisahkannya antara seksi tata

usaha perpajakan dari seksi pengolahan data dan informasi.
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4.2

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Adapun struktur organisasi KPP Madiun beserta tugas dan wilayah

kerjanya adalah sebagai berikut :

a.)

b.)

d.)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madiun.

Selaku pejabat/pimpinan paling atas yang bertanggung jawab

secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan di KPP Madiun.

Sub Bagian Tata Usaha.

Bertugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan

dan rumah tangga.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

Bertugas melakukan pengurusan pengolahan data dan informasi,

yang terdiri dari :

B Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi (PDPI)

. Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib
Pajak (P3EWP)

. Sub Seksi Data Masukan dan Data Keluaran (DMK)

Seksi Tata Usaha Perpajakan.

Tugasnya melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak penerimaan

dan pengecekan surat pemberitahuan tahunan serta surat

ketetapan pajak (SKP), yang terdiri dari :

» Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak

. Sub Seksi Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak

. Sub Seksi dan Kearsipan Wajib Pajak

Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan.

Tugasnya melakukan urusan pentatausahaan dan pengecekan

Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan

Pembayaran Masa serta melakukan verifikasi atas Surat

Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan

Perseorangan, yang terdiri dari :

*  Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa

*  Sub Seksi Verifikasi PPh Perseorangan
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f)

g.)

h.)

Seksi Pajak Penghasilan Badan dan Pemotongan/Pemungutan
Pajak Penghasilan.

Tugasnya melakukan urusan penata usahaan dan pengecekan
Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan
pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan, yang terdiri dari :

. Sub Seksi Pembayaran Masa PPh Badan

. Sub Seksi Verifikasi PPh Badan

. Sub Seksi Pembayaran Masa Pemotongan/Pemungutan PPh

. Sub Seksi Verifikasi Pemotongan /Pemungutan PPh

Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Tugasnya melakukan urusan penata usahaan dan pengecekan
Surat Pemberitahuan Masa, memantau, dan menyusun laporan
perkembangan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Kepatuhan Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa, melaksanakan urusan Kkonfirmasi
faktur pajak serta melakukan urusan verifikasi atas SPT Masa
PPN, PPNBM, dan PTLL, yang terdiri dari :

. Sub Seksi PPN Perdagangan

. Sub Seksi PPN Industri

. Sub Seksi Verifikasi PPN

. Sub Seksi Verifikasi Jasa dan PTLLnya

Seksi Penagihan.

Mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi pembayaran
pajak tata usaha piutang pajak dan penagihan pajak, yang terdiri
dari :

. Sub Seksi Penagihan

. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak
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i)

Seksi Penerimaan dan Keberatan.

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penerimaan,

penyelesaian keberatan dan perselisihan pajak, yang terdiri dari :

. Sub Seksi Tata Usaha Penerimean Pajak dan Restitusi
(TUPPR).

. Sub Seksi Keberatan PPh.
5 Sub Seksi Keberatan PPN dan PTLL.
Kelompok Tenaga Fungsional Verifikasi Pajak.

Mempunyai tugas melaksanakan verifikasi pajak sesuai dengan

peraturan-peraturan yang berlaku.
Kelompok Tenaga Fungsional Pejabat Sita Pajak
Negara.Mempunyai tugas meleksanakan penagihan pajak negara

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut ini :
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4.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Dalam struktur Organisasi KPP Madiun, seksi PPh perseorangan

meliputi dua sub seksi yaitu :

a.)

b.)

Sub seksi - pengawasan dan pembayaran masa

Kepala Sub seksi ini mempunyai tugas merekam rencana Kkerja,
memantau dalam pelaporan PPh pasal 21, 22, 23 dan 24 dengan
cara menerima mengecek, mentata usahakan dan menjalankan
SPT Masa, bukti pemotongan dan SSP lembar ke-2, perekaman
SPT Masa untuk mengetahui efektifitas dan kepatuhan dalam
pembayaran masa, membuat daftar WP yang dibuatkan STP serta
mengamankan penerimaan PPh. Di dalam melaksankan tugasnya
Kepala Sub seksi ini dibantu oleh beberapa petugas antara lain :

1.) Petugas buku register penerimaan SPT Masa PPh OP

2.) Petugas buku tabelaris PPh pasal 25

3.) Petugas penerima SPT Masa PPh OP

4.) Petugas perekaman SPT Masa PPh pasal 25

Sub seksi Verifikasi PPh OP

Kepala Sub seksi ini mempunyai tugas mengkoordinasikan
penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan verifikasi lapangan
terhadap WP yang tidak memenuhi kewajiban setoran Masa, tidak
memenuhi SPT Masa dan SPT Tahunan PPh, WP non efektif
penghapusan NPWP, permwohonan pengembalian Kkelebihan
pembayaran pajak.

Dalam melaksankan tugasnya Kepala Sub seksi ini dibantu oleh
beberapa petugas antara lain :

1.} Petugas Verifikasi Kantor

2.) Petugas Verifikasi Lapangan
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4.4 Permasalahan.

Dengan adanya penerbitan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan
Pembayaran Masa PPh pasal 25 diharapkan dapat mengoptimalkan
penerimaan di sektor pajak. Pada kenyataannya tidak setiap penambahan
Wajib Pajak baru dan pemberian NPWP berdampak menguntungkan bagi
penerimaan pembayaran masa PPh pasal 25 akan tetapi disisi lain juga
mengakibatkan meningkatnya pelaporan Surat Setoran Pajak, Nihil yang
harus ditata usahakan yang berari juga menambah volume pekerjaan
pada seksi terkait di KPP Madiun. Berdasarkan data serta keterangan
yang diperoleh sebagilan besar WP yang baru terdaftar pada bulan-bulan
pertama setoran pajaknya Nihil bahkan masih banyak yang belum
melaksanakan kewajiban melapor. Yang menjadi kendala adalah
minimnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya khususnya dalam Pembéyaran Masa PPh pasal 25.

Dalam hal ini yang menjadi titik permasalahannya adalah sejauh
mana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban
membayar angsuran pajaknya dan melaporkan SSP atas pajak yang
terutang serta usaha-usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi
terjadinya peyelewengan pajak sebagai langkah pencapaian efektifitas

penerimaan di sektor pajak.

4.5 Pembahasan

Berikut ini akan digambarkan dalam bentuk tabel tentang
kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SSP Pembayaran Masa PPh
pasal 25.
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Tabel 1.
Laporan Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam Menyampaikan SSP Pembayaran Masa PPh Pasal 25
tahun 1998
WP PPh WP Efektif {_ SSP Diterima %
Per 01-01-1998 j (Rata-rata / bulan) (3:2)
1 2 l 3 4
Orang Pribadi 4.453 : 4.171 94
Badan | 1612 ! 1.198 74
PPh Pasal 21 2.866 ; 2.573 89
PPh Pasal 22 1222 | 739 60
Total 10.153 i 8.681 85

Sumber: Sub Seksi PPM PPh OP
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Tabel 2.
Laporan Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam Menyampaikan SSP Pembayaran Masa PPh Pasal 25
tahun 1999
WP PPh WP Efektif |  SSP Diterima %
Per 01-01-1999 | (Rata-rata / bulan) (3:2)
I 2 B 3 4
Orang Pribadi 6.655 | 1.944 29
Badan 1.676 1.297 7
PPh Pasal 21 3.156 2.479 79
PPh Pasal 22 1.356 451 33
Total 12.843 6.171 48

Sumber: Sub Seksi PPM PPh OP

Dilihat dari Tabel 1dan 2 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
dalam menyampaikan atau melaporkan SSP PPh Pasal 25 tahun 1998 sebesar
94% sedangkan pada tahun 1999 sebesar 29%, dengan demikian Wajib Pajak
Orang Pribadi yang tidak melaksanakan kewajiban melapor untuk tahun 1998
sebesar 6% sedangkan untuk tahun 1999 sebesar 71%, schingga terjadi
peningkatan pelanggaran kewajiban melapor 65% dari tahun lalu yang berati pula

terjadi penurunan tingkat kepatuhan.

(9%}
12
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Tabel 3

Statistik

Penerimaan SSP/Laporan
WP Orang Pribadi tahun 1998

Bulan WP Jumlah SSP Kepatuhan

Efektif (5 : 2)% J

!

L l

Ada Nihil | Jumlah '

setoran
1 2 3 + 5 6

Januari 4.453 3.964 257 4.281 93,89
Pebruari 4.453 5.652 383 6.035 135,52
Maret 4.453 3.708 403 4.111 92,32
April 4.472 3.613 406 4.019 89,87
Mei 4.506 3.606 375 3.981 88,35
Juni 4.725 3.600 366 3.966 83,94
Juli 9.277 3.585 372 3.957 74,99
Agustus 5.569 3.574 360 3.934 70,64
September 5.560 3.970 378 3.948 71,01
Oktober 5.983 3.556 451 4.007 66,97
Nopember 6.628 3:552 397 3.949 59,58
Desember 6.645 3.536 386 3.922 59,02
Total 62.724 45.516 | 4.534 | 50.050 82,25

Sumber = data diolah
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Tabel 4

Statistik

Penerimaan SSP/Laporan

WP Orang Pribadi
Tahun 1999
Bulan WP Kepatuhan
Efektif | Jumlah SSP (5:2)%
Ada Nihil Jumlah | Kepatuhan
setoran (5:2)%
1 2 3 -+ 5 6
Januari 6.655 1.638 443 2.081 3127
Pebruari 6.788 1.759 381 2.140 32,05
Maret 6.692 1,958 359 2317 34,62
April 6.697 1,493 381 1.874 27,98
Mei 6.714 2012 377 2.389 3558
Juni 6 .723 1.979] 330 2.309 34,34
Juli 6.738 1.323 378 1701 25,24
Agustus 6.750 1.459 354 1.513 26,86
September 6.761 317 394 1.711 25,31
Oktober 6.768 1.433 383 1.816 26,83
Nopember 6.769 1.168 385 1.583 22,88
Desember 6.794 1.232 396 1.628 23,96
|
Total 80.759 18.771 | 4.561 23.332 28.43

Sumber : data diolah
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Rata-rata kepatuhan dalam Total Prosentase Kepatuhan
Masa pajak 1999 Jumlah Bulan

I
2
k=S
o)
(o))
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Dilihat dari tabel di atas kita dapat melihat jumlah penerimaan
SSP/laporan di KPP Madiun untuk tahun 1998 rata-ratanya 82, 25%
sedangkan untuk tahun 1999 rata-ratanya 28,86% hal ini berarti
menunjukkan penurunan tingkat kepatuhan WP Orang Pribadi dalam
melakukan penyampaian SSP sebesar 53,39% dari tahun lalu
berdasarkan dari hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten serta
Observasi di lapangan,hal-hal yang menyebabkan terjadinya penurunan
tingkat kepatuhan WP dalam menyampaikan SSP atau pembayaran masa
PPh pasal 25 adalah :

1) Masyarakat WP enggan berurusan dengan KPP.

Pada umumnya masyarakat enggan berurusan atau takut

berurusan dengan KPP,dengan anggapan bahwa setiap berurusan

dengan KPP akan mengeluarkan uang banyak .Berkaitan dengan
permohonan  penerbitan NPWP  masyrakat. Beranggapan
persyaratan yang rumit dan membutuhkan biaya yang banyak,
sehingga untuk mengurus NPWP melalui kuasa (orang lain) engan
memberi imbalan, namun setelah memperoleh NPWP Wajib Pajak
yang bersangkutan tidak mengetahui akan kewajiban selanjutnya,
karena pada umumnya yang diberi kuasa tidak memberitahukan
kewajiban apa saja setelah WF memperoleh NPWP.

2) WP salah dalam pengisian lembar SSP.

Kesalahan dalam pengisian lembar SSP menyebabkan data tidak

dapat diproses misalnya salah dalam penulisan nama dan NPWP.
3) WP tidak menyadari pentingnya pajak.

WP beranggapan bahwa dengan membayar pajak akan

menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain sehingga WP

kurang memperhatikan kewajiban perpajakannya. Salah satu
fungsi pajak adalah Budgeteir
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4.

S.)

yaitu pajak merupakan sumber anggaran dana yang
diperuntukkan untuk pembangunan,jadi secara tidak langsung WP
ikut merasakan fasilitas-fasilitas yang dibangun dari hasil pajak
yang dibayarnya.

Kurangnya kepatuhan Wajib pajak.

Tingkat kepatuhan WP di KPP Madiun masih relatif rendah
khususnya memenuhi kewajiban perpajakannya.baik yang benar-
benar tidak mengerti maupun yang pura-pura dengan maksud
untuk menghindari kewajiban melapor. Padahal kegiatan
penyuluhan telah dilakukan sehingga penerbitan NPWP tidak
selalu diimbangi dengan kenaikan jumlah penerimaan pembayaran
Masa PPh pasal 25 justru menambah beban administrasi KPP
Madiun.

WP yang non aktif.

Bagi WP yang telah membubarkan usahanya seharusnya
mengajukan permohonan untuk pencabutan NPWPnya. Kepada
KPP tempat WP yang bersangkutan terdaftar,hal ini dikarenakan
WP tidak mengetahui atau tidak memahami prosedur-prosedur
tentang perpajakan ataupun dengan sengaja tidak
memberitahukan kepada KPP setempat dengan alasan kesibukan
tersebut. Apabila WP tidak mengajukan permohonan pencabutan
maka WP tersebut masih terhitung sebagai WP aktif dan memiliki
kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan.

Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban melapor\menyampaikan SSP PPh pasal 25 di wilayah kerja KPP

Madiun dengan angka penurunan yang cukup tajam dari tahun ke tahun

tentu sebisa mungkin bisa diatasi dan ditekan bila ada hubungan

kerjasama yang harmonis antara WP dengan Fiskus.

Pelayanan yang telah dilaksanakan aparat pajak harus lebih

ditingkatkan semaksimal mungkin dan WP diharapkan berperan aktif

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kesadaran dan
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kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan meningkat

dan peningkatan penerimaan dapat di capai.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP madiun untuk mencapai
efektifitas penerimaan pajak antara lain;

1.) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan perpajakan di wilayah
kerjanya dan mengadakan seminar-seminar tingkat nasional
dengan mendatangkan pakar di bidanng perpajakan dengan tujuan
agar penyampaian informasi tentang perpajakan lebih efektif dan
efisien.

2.3 Memberikan fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat yang akan
mendaftarkan dirinnya sebagai WP yang bertujuan agar diperoleh
WP baru sebanyak-banyaknya.

3.) Meningkatkan kegiatan verifikasi\pemeriksaan baik verifikasi
lapangan maupun verifikasi kantor dengan tujuan agar WP benar-
benar melaksanakan kewajibannya tetapi hal ini perlu didukung
penerapan sanksi yang ketat dan konsisten yang memaksa

masyarakat WP untuk mematuhi peraturan yang ada.

4.6. Alternatif pemecahan masalah.

Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP dalam
menyampaikan SSP PPh pasal 25 maka pemecahannya adalah sebagai
berikut :

1.) Untuk mengatasi WP yang enggan berurusan dengan KPP karena
dianggapnya setiap berurusan dengan KPP membutukan biaya
yang sangat besar,Yaitu dengan cara memberikan kemudahan-
kemudahan dan fasilitas dalam setiap pengurusan atministrasi
perpajakan nya dan memberikan penyuluhan bahwa bagi WP baru
maupun yang telah lama dalam setiap melaksanakan kewajiban
perpajakan tidak akan dipungut biaya.

2) Untuk mengatasi WP yang salah dalam pengisian SSP-nya di
harapkan WP tidak segan-segan untuk bertanya kepada aparat
pajak yang berada yang berada TPT [tempat pelayanan terpadu]
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3.)

5.)

atau pada waktu SSP-nya langsung di berikan penerangan cara
pengisian SSP dengan tujuan untuk lebih mengefektifkan
penyampaian informasi.

Kurangnya kesadaran WP pentingnya pajak.

Hal ini jelas bahwa masyarakat WP tidak mengerti pentingnya
pajak bagi pembangunan yang beranggapan bahwa dengan
membayar pajak akan menguntungkan satu pihak dan merugikan
pihak lain,hal ini bisa diatasi dengan memberikan dan penerangan
seluas-luasnya antara lain memperbanyak buku-buku tentang
perpajakan bukan hanya bagi kalangan masiswa tetapi
jangkauannya lebih luas lagi bagi masyarakat umum ataupun
melalui kecamatan di berikan delegasi untuk menyebarkan slogan-
slogan perpajakan misalnya.

Kurangnya kepatuhan WP.

Untuk mengatasi hal ini kegiatan penyuluhan harus Ilebih
diefektifkan lagi dan ditambah lagi intensitasnya Yaitu dengan
mendatangkan para pakar perpajakan didalam seminar-seminar
perpajakan dengan menanamkan sejak dini sadar pajak ditingkat
lingkungan yang paling kecil yaitu dalam keluarga. Berpijak pada
fungsi pokok Ditjend pajak antara lain :Memberikan pelayanan
kepada WP,sehingha KPP sebagai unit terdepanDitjend pajak
mempunyai tanggung jawab sebagai pelayanan kepada WP.

Bagi WP yang non-aktif.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan
mengenai peraturan-peraturan yang ada,untuk itu perlu diberikan
penerangan dan penyuluhan baik secara langsung maupun

melewati media cetak atau elektronik.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan maka dapat ditarik

kesimpulan antara lain :

1)

2.

Berdasarkan dara dai jumla SSP Pembayaran Masa PPh pasa 25 OP
yang masuk di KPP Madiun diketahui tingkat kepatuhan Wajip Pajak
dalam menyampaikan SSP-nya untuk tahun 1998 berkisar 94% dan
untuk tahun 1999 berkisar 29%.Dengan demikian terjadi penurunan
sebesar 65% dari tahun lalu. Berdasarkan tingkat penerimaan SSP

Pembayaran Masa PPh pasa 25 tingkat kepatuhannya adalah untuk

tahun 1998 rat-ratanya berkisar 82,25%sedangkan untuk tahun

1998 rata-ratanya berkisar 28,43%.Dengan demikian terjadi

penurunan yang cukup tinggi tingkat kepatuhan WP OP dalam

menyampaikan SSP-nya yaitu sebesar 53,39%.

Penurunan tingkat kepatuhan WP OP dalam menyampaikan SSP

Pembayaran Masa PPh pasal 25 sehingga mengakibatkan penurunan

penerimaan pajak di KPP Madiun, secara umum disebabkan hal-hal

sebagai berikut :

1.)) Masyarakat enggan berurusan dengan KPP yang disebabkan
anggapan bahwa setiap berurusan dengan KPP akan
memerlukan uang banyak.

2.)) Kesalahan dalam pengisian lembar SSP yang menyebabkan data
tidak dapat diproses.

3.)) Wajib Pajak tidak menyadari pentingnya pajak.

4.)) Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak.

5.)) Wajib Pajak yang non-aktif yang tidak melapor ke KPP.
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1.1 Saran

Upaya-upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan SSP

Pembayaran Masa PPh pasal 25 antara lain :

1)

2)

3)

Pemberian kemudahan dan fasilitas dalam setiap pengurusan
administrasi perpajakan sehingga akan dapat mengurangi
keengganan masyarakat WP dalam melaksanakan kewajiban
Perpajaikannya.

Penyuluhan-penyuluhan serta seminar-seminar tentang perpajakan
dengan tujuan penyampaian informasi hendaknya dapat diperluas
jangkauannya sehingga penyampaian informasipun dapat diterima
seluas-luasnya.

Bagi Wajib Pajak dan Aparatur Pajak hendaknya bekerja sama untuk
saling membantu dalam mensukseskan pembangunan dengan

melaksanakan setiap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.
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LEMBAR 1

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I SURAT SETORAN PAJAK

) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK .
Untuk arsip WP

NPWP : [:I - r[ l l - r] IJ = D P E[:D diisi sesuai karru NPWP

BIAMRB WP © oovivoreernasivesiiisnisissnssasennsssssssssessusssssnnsssns smnusrseasnvspEEgsnesstossamvnso sassnsstasiyaisesummamss
ALBMIBE VWP . 1 ovireivesssssssscnssoransssssnssoncasrersssstsifsssnsaastadssissesssssssssnsssiunsuassrsssssssrssssssssosnssnasssryess
............................................................................... KodePos [ [ [ [ | |
Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran *)
& 14 S~ | 7R S e, S
DONNE R 74 GRS TS S———
Diisi sesuai daftar pndu halaman belakang lembar 1 | seereeirersesnniiirecntninssnveinaniissniersiasiasorisastiiapeciritasnisnrieatiensrnsasesente
Setoran : | ]Masa |_] Tanunan[ JFinal [ |sTP [ ]skeke [ ] skPkeT |  Tahun
Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan Diisi tahun Pajuk
f setorun dimaksud
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des
Beri tandu silang pada kolom bulun untuk setoran masa, final dan pembayaran STF, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan EEED

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

oorketiaten : [T | 1/ Ll C WL 11 OWl

Jumlah Pembayaran Terbilang
Diist dengan pembayaran rupiah penuh

Diisi dengan hurtf — coviiieiiaieeiiiitiss et be s e s

T T W—" S | N R R T S S R s e e

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ... 0. k.o

Cap dan tanda tangan Cap dan 1anda tangan

MNEIAA . JBLEE. & it leeiererilrnamnsessvatdiss s EAIEI TR RIS TSR S e S oo O TONY PUBTREMEIAS. ¥ ovcicsscermnmmsssnonsnonassns ansnssnsssridnsiasssnisasssss

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar puda halaman helakang lembar 1 :
Tambahan Informasi :
- ‘Khusus PPh final atus transaksi pengalihan hak atas tanah ddn bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh finul atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

KP. PDIP. 5.1.-98
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LEMBAR 2

DEPARTEMEN KEUANGAN R.| SURAT SETORAN PAJAK

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (S S P) Untuk KPP melalui KPKN

NPWP . : D - L l ] - [ I | J —D - E]j:l diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP : ... . 8 e ereseesee e RS SRTEARR i e v sma S SRR S RS AT D s P

Alamat WP | sivsimiensies v e g 575 e e

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran *)
MAP) A L B D @ e
STTT] [T | ek e B o
Diisi sesuat dafiar pada hialuman belakung lemar || wevvrereressieie e
setoran : | |Masa || Tahunan[ JFinal [ ]STP | | skpke  [] SKPKBT | Tahun
Beri tanda silang pada kolom vang berkenaan Diisi tahun Pajak
: setoran dimaksud
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags Sep | Okt | Nov | Des
Beri wundu silung pada kelom bulan uniuk setoran masd., final dan pembayaran STP. SKPKB. SKPKBT masa yang berkenaan m:]:,

NomorKetetapan:] l I [ IJIF]IJ/{ [J/I I ]J’[‘J

Diisi sesual Nomor Ketetupan : STP. SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Terbilang
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Ditshderpanhrall | viseeosgieasanossessassaanysyagvens sexmay e ety sy b giaR L dpsie e
T, SO, L e g et e R ) N

Ruang Teraan
Ditera oleh Bunk Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Wajib Pajak/Penyetor
TANGGAL ..ovoosmrsrghiiiaiiits —— | et e | I HERRR

Cap dan tunda tangan Cup dan unda tangan

NEMA JBIAS § tovvvrerrrriiiinniniisnnrariessrsreiserrinisssnnacesss NAMEA JBIAS I weveeerirreieeeeniirarressnnrnrreesseseassanainnasiasases

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belukang lembar | :
Tambahan Informasi :
- Khuisus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diist nama pembeli dan lokas obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi numa penyewa dan lokasi obyek

KP. PDIP. 5.1.-98
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' LEMBAR 3
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I SURAT SETORAN PAJAK

). DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (S S P) Uik SlEpoman
oleh WP ke KPP

Assysstitizaguezezspass ssssssgessssssyrgseses sssssrsses .

NPWP - [___] s rl I l - rl l_l -~ D =5 D:D diisi sesuai kariu NPWP

Nama WP : ... N S o SR R P e e e e e

Alamat WP & s s U P RO O T =

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran *)
(IMAR) o G s oo 3 S e
iinnERED 20N § TH U8 U ——
Diisi sesuai dafiar pada halaman belakang lembar | | +ocesseseesieiiniinniiiiis e
Setoran : | ] Masa |_]Tahunan[ JFinal [_]stP [_Jskexe [ ] skpkeT | Tahun
Bert tanda silang pada kolom yung berkenaun Diisi tahun Pajak
i setoran dimaksud
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des
Beri tundu silung pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STF. SKPKB. SKPKBT masa yang berkenaan [D:D

Nomorketetapan < [ | | | [ /[T [ J+C T 11 [ 1/ L1}

Diisi sesuai Nomor Ketetupan : STP. SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Terbilang
Diist dengan pembayaran rupiah penuh

Diisi dengan huraf ... . e TaLg e AT o .o o5 5 8 70,3 W18 A A B s o 0.0 %1 a1

R ossisisicssinsiciomiskiissmessmsineitll TR B D\ . afneiiesiasemtare deanasnabatrsyunysapadsnsyanagiglig oonissvoune

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Wajib Pajak/Penyetor
TEnggal o veneer M onmangee. W e (ol SEE HEES

Cap dan tanda rangan Cap dan tanda tangun

NAMNA WJBIAS 1 orivennomsorsnbonsesssnmsmvnmnunyennsssamenssnssisssiiaass Nama Jelas :

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar puda halaman belakang lembar | :
Tambahan Informasi :
. Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas ranah dan bangunan diisi ndma pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi numa penyewa dan lokasi obyek

KP. PDIP. 5.1.-98
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LEMBAR 4
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I SURAT SETORAN PAJAK

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _
KANTOR PELAYANAN PAJAK (S S P) Untuk Bank Persepsi
Kantor Pos & Giro

---------------------------------------------------------

NPWP F1=00 10« E L Tl ] =TT 1] s

Nama WP e O e N e e e T .

Alamat WP : ........ hos i o o) o R R N o e N .

................... s sssanorioiige KodePes | | | T T

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran *)
i 7~ RPN 31 . W SR, SR
| Ol 1 ] I | | | | l ................................................................................................
Dusi sesuur-daftur pada halaman belukang lembar | | «ovvviiiinns I b e e P A e e Sy ey~
Setoran : [_]Masa [ ] Tahunan[ |Finai [ ]sTP [ |skrke [ ] skekeT |  Tahun

Beri tanda silung pada kolom vang berkenaan Ditst tahun Pajak

Jan Peb Mar Apr Mel Jun Jul Ags Sep Okt fov Des seloran dimaksud

Beri tandu silang pada kolom bulun untuk setoran masa, final dan pembayaran STP. SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan D:m

NomorKetetapan:[l ] r I ]/[ I ] ]/l | l/[ l ]—lflll

Diisi sesuai Nomor Ketetupan : STP. SKPKB. SKPKBT

Jumlah Pembayaran Terbilang
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Diisi dengan huruf

o R | R S—y

—

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

L

4

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ........... eorM i T — b L] IR

Cap dan tanda rangan

Nama Jelas :

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar puda halaman belakang lembar | :
Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atus transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diist nama pembeli dan lokaxi obyek
+ Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

KP. PDIP. 5.1.-98
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LEMBAR 5
DEPARTEMEN KEUANGAN R. SURAT SETORAN PAJAK

DIREKTQRAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (S S P) Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

wewp - O] - T -00 - T L) acnnsarnrnr

NG I ¢ oioomesmsisinsionss sssiissis ssmiossasssessansbasmesnesston SoSHHH A IATIN SR o masii vans o comemsy e s HGEA 15

BUGIMEE VWP © ovvsessssrssusoversssannssessnysss 5sadisnssis bss sanapapeosssnsovssneorninenrenssanthts s hs b ssbaris e s suenss s

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran *)
1577 MY 7 GO W SO . S—————

10 I 5 T

Diisi:sesuat daftar padd helamar Belaking lembabid, [ \Uh roreirsisiessiseisissiiniisasiiines i Flver it vt eem e Vo R T

Setoran DMasa DTahunanDFinal DSTP DSKPKB D SKPKBT Tahun

Beri 1anda silang pada kolom yang berkenaan

Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov Des

Beri tanda silang pada kolom bulun untuk setoran masa, final dan pembayaran ST7 SKPKB. SKPKBT masa yang berkenaan D:‘[]:]

Diisi tahun Pujak

selarun dimaksud

NomorKetelapan:| l ] i I ]/ | /l IJ/I l ] 1/ [ lJ

Diist sesuai Nomaor Ketewapan ;. STP. SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Terbilang
Dust dengan pembayaran ruptah penuh

Diisi dengan huruf

RRD- vereuarnrracnrosssssnssansestpsssisnsssantosnsessss

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/ Kanior Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal v L s 40 | SN
Cap dan tanda tangan Cuap duan tandua tangan
Nama ngas ks A« e RS e A ST TR S LAl NamMa JEIAS © wuieeurrsririrrreenseesiensssisisssiminniniiirsssssin

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belikang lembar 1 ;
Tambdhan Informasi :
- Khusus PPh final atas trunsaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokast obyek
. Khusus PPh finul atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan [nkasi obyek

KP. PDIP. 5.1.-98
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